
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2016-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

l^Ienimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, per lu 

menetapkan Peraturan Da(;rah tentang Rencana I n d u k 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah T a h u n 201.6-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-da(mah Tingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2009 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4966); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 

beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 t a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah.. 

Dengan Persetujuan Bersama 

D E ; W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K O T A G O R O N T A L O 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Mienetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E : N T A N G R E N C A N A I N D U K 

P E M B A N G U N A N K E P A R I W I S A T A A N D A E R A H T A H U N 2016-2026. 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Walikota. adalah Wal ikota Gorontalo. 



S. Pemerintah Daerah adalah Wal ikota sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimp in p(;laksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang memjadi kewenangam daerah otonom. 

4. Wisata adalah kegiatan pei ja lanan yang d i lakukano leh seseorang a tau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat t e r t entu u n t u k t u j u a n 

rekreasi, pengembangan pr ibadi , a tau mempelajari keuniikan daya ta r ik 

wisata yang d i kun jung i da lam jangka w a k t u sementara. 

5. Wisatawan adalah orang yang me lakukan ^visata. 

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan d i d u k u n g berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

7. Kepariwisataan adalah kese luruhan kegiatan yang terka i t dengan par iwisata 

dan bersifat m u l t i d imensi serta m u l t i d i s ip l in yang m u n c u l sebagai vm jud 

kebu tuhan setiap orang dan negara serta: interaks i antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemcjrintah Daerah, 

dan pengusaha. 

8. Rencana. I n d u k Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan 10 (sepuluh) 

t a h u n t e rh i tung sejak t a h u n 2016 sampai dengan t a h u n 2026. 

9. Daya Tar ik Wisata adalah segala sesuatu yang memi l i k i k eun ikan , 

ke indahan, dan n i la i yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan has i l bua tan manus ia yang menjadi sasaran a tau t u j u a n kun jungan 

wisatawan. 

10. Dest inasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPD adalah 

Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah. 

11 . Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ysmg selanjutnya dis ingkat KSPD 

adalah kawasan yang memi l i k i fungsi u t ama Pariwisata a tau memi l i k i 

potensi u n t u k pengembangan Pariwisata yang mempunya i pengaruh pent ing 

da lam satu a tau lebih aspek, seperti p e r tumbuhan ekoncmi , sosial dan 

budaya, pemberdayaan sumber daya a lam, daya d u k u n g l ingkungan h idup , 

serta per tahanan dan keamanan. 

12. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah l ias i l perwilayahan Pembangunan 

Kepariwisataan yang d iwu judkan da lam ben tuk DPD, dan KSPD. 

13. Daerah t u j u a n par iwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada da lam satu a tau lebih wi layah 
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14. administrat ive yang d i dalamnya terdapat daya ta r ik wisata, fasilitas u m u m , 

fasilitas pariwisata, aksesibil itas, serta masyarakat yang sal ing terka i t dan 

melengkapi t e rwujudnya kepariwisataan. 

15. I ndus t r i Pariwisata adalah k u m p u l a n ussiha par iwisata yang saling terkai t 

da lam rangka menghasi lkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutu t i an wisatawan da lam penyelenggaraan pariwisata. 

16. Kelembsigaan Kepariwisataan adalah kesatuan u n s u r beserta ja r ingannya 

yang d ikembangkan secara terorganisasi, me l iput i Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manus ia , regulasi dan 

mekanisme operasional, yang secara berkes inambungan guna menghasi lkan 

perubahan ke arah pencapaian t u j u a n d ib idang Kepariwisataan. 

17. Aksesibi l i tas Pariwisata adalah semua jen is sarana dan prasarana 

transportas i yang m e n d u k u n g pergeraksin wisatawan dar i wi layah asal 

wisatawan ke Destinasi Pariwisata m a u p u n pergerakan d i da lam wi layah 

Destinasi Pariwisata da lam ka i tan dengan imotivasi kun jungan wisata. 

18. Prasarana U m u m adalah kelengkapan dasar f isik sua tu l ingkungan yang 

pengadaannya memungk inkan sua tu l ingkungan dapat beroperasi dan 

berfungsi sebagaimana semestinya. 

19. Fasilitas U m u m adalah sarana pelayanan dasar fisik sua tu l ingkungan yang 

d i p e r u n t u k k a n bagi masyarakat u m u m da lam me lakukan akti f i tas 

keh idupan keseharian. 

20. Fasil itas Pariwisata adalah semua jen is sarana yang secara k h u s u s 

d i t u j u k a n u n t u k mendukung penciptaan kemudahan , kenyamanan, 

keselamatan wisatawan da lam me lakukan kun jungan ke Destinasi 

Pariwisata. 

2 1 . Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya u n t u k men ingkatkan kesadaran, 

kapasitas, akses, dan peran masyarakat, ba ik secara ind i v idu m a u p u n 

kelompok, da lam memajukan kual i tas h i dup , kemandi r ian , dan 

kesejahteraan mela lu i kegiatan Kepariwisataan. 

22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses u n t u k menc iptakan, 

mengkomunikas ikan , menyampaikan p roduk wisata dan mengelola relasi 

dengan wisatawan u n t u k mengembangkan Kepariwisataan dan se luruh 

pemanglcu kepentingannya. 

23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebu tuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 
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24. Meeting, lincentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya dis ingkat 

MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak d i bidang jasa pelayanan 

da lam penyelenggaraan rapat, pe i ja lanan insentif , konfrensi , dan pameran. 

25. Sertifika.si adalah proses pemberian serti f ikat kepada usa l ia dan pekerja 

pariwisata u n t u k mendukung peningkatan m u t u produk pariwisata, 

pelayanjm dan pengelolaan Kepariwisataani. 

26. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Wal ikota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

27. Menter i adalah menter i yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan 

dib idang kepariwisataan. 

BAB I I 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal 2 

(]) Pembangunan Kepariwisataan Daerah me l iput i : 

a. Dest inasi Pariwisata; 

b. Pemasaran Pariwisata; 

c. I ndus t r i Pariwisata; dan 

d. Kelembagaan Kepariwisataan. 

(2:) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana d imaksu( i pada ayat (1) 

d i laksanakan berdasarkan RIPPARDA. 

RIPPARD.A sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memuat : 

a. v is i ; 

b. mis i ; 

c. t u j u a n ; 

d. sasaran; dan 

e. arah pembangunan Kepariwisataan Daerah da lam k u r u n w a k t u 

t a h u n 2016 sampai dengan t a h u n 2026. 

(A) V is i pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) h u r u f a adalah te rwujudnya Kota Gorontalosebagai Daerah t u j u a n 

wisata. 
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(5) Da lam miewujudkan vis i Pembangunan Kepariwisataan Daert ih sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4), d i t empuh mela lu i 9 (sembilan) m is i pembangunan 

Kepariwisataan Daerah, me l iput i : 

a. mewu judkan Kepariwisataan berbasis budaya yang kreat i f dan inovatif; 

b. mengembangkan Daya Tar ik Wisata berbasis budaya; 

c. men ingkatkan daya saing Pariwisata pada t ingkat nasional m a u p u n 

global sehingga m a m p u meningkatkan j u m l a h kun jungan ; 

d. mengembangkan t u j u a n Wisata yang aman, nyaman, menar ik , m u d a h 

dicapai, dan berwawasan l ingkungan sehingga m a m p u meningkatkan 

kesejfihteraan masyarakat; 

e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis., unggul , dan 

bertanggung jawab u n t u k meningkatkan kun jungan V/isatawan ba ik 

nusantara m a u p u n mancanegara; 

f. meng(5mbangkan i n d u s t r i Pariwisata yang berdaya saing, kredibel , 

m a m p u menggerakkan kemi t raan usaha, dan bertanggung jawab atas 

kelestarian dan keseimbangan l ingkungan a lam dan sosial budaya; 

g. meng(;mbangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta, 

dan masyarakat; 

h . meng<imbangkan sumber daya manus ia , regulasi, dan mekanisme 

operasional yang efektif dan efisien da lam rangka mendorong te rwujudnya 

Kepariwisataan yang berke lanjutan; dan 

i . mewu judkan masyarakat sadar Wisata. u n t u k m e n d u k u n g tercapainya 

Sapta Pesona. 

(e>) Tu juan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) h u r u f cadalah: 

a. mewu judkan Pariwisata berbasis budaya yang kreat i f dan inovat i f 

sebagai sektor unggu lan dan pr ior i tas pembangunan Daerah; 

b. men ingkatkan kua l i tas dan kuant i t as Daya Tar ik Wisata yang m a m p u 

mendorong peningkatan j u m l a h kun jungan ; 

c. men ingkatkan p roduk domest ik bruto , devisa Daerah, p r oduk domest ik 

regional b ruto , pendapatan asl i Daerah, dan pendapatam masyarakat, 

dengan tetap memel ihara kelestarian l ingkungan; 

d. mewu judkan media pemasaran yang efektif dan efisien u n t u k 

men ingkatkan c i t ra Kawasan Parhvisata Daerah dan apresiasi 

terhadapnya sehingga m a m p u menar ik kun jungan dan kun junga n u lang 

Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara ; 



e. mewu judkan i n d u s t r i Pariwisata yang m a m p u menggerakkan 

perekonomian Daerah mela lu i peningkatan investasi d ib idang Pariwisata, 

kerjasiama antarusaha Pariwisata, m(;mperluas lapangan kerja, dan 

melak:sanakan upaya-upaya u n t u k mendukung pelestarian l ingkungan 

dan pemberdayaan masyarakat; dan 

f. mengj jmbangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang 

m a m p u menyinerg ikan pembangunan indus t r i Pariwisata, Kawasan 

Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan 

efisien. 

(7) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) h u r u f d, me l iput i : 

a. terciptanya berbagai inovasi j en is Daya Tar ik Wisata; 

b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal ; 

c. meniuigkatnya kua l i tas paket Wisata y£mg variatif , yang dikelola secara 

sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pe laku 

Wisata; 

d. menin gkatnya kun jungan Wisatawan nusantara m a u p u n mancanegara; 

e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; 

f. t e rwujudnya Pariwisata berbasis budaya. yang kreat i f dan imovatif sebagai 

sektor unggulan dan pr ior i tas pembangunan Daerah; 

g. meningkatnya kual i tas dan kuant i tas Daya Tar ik Wisata 5'"ang aman dan 

nyaman yang m a m p u mendorong f )eningkatan j u m l a h kun jungan 

Wisatawan. 

h . meningkatnya p roduk domest ik bruto , pendapatan Daerah, p roduk 

domest ik regional bruto , dan pendapatan masyarakat, dengan tetap 

memel ihara kelestarian l ingkungan; 

i . terwujiudnya media pemasaran yang efektif dan efisien u n t u k 

men ingkatkan c i t ra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata; 

j . terwujiudnya i n d u s t r i Pariwisata yang m a m p u menggerakkan 

perekonomian Daerah mela lu i peningkatan investasi d ib idang Pariwisata, 

kerjasama antarusaha Pariwisata, per luasan lapangan kerja, dan upaya 

untuk ; p endukung pelestarian l ingkungan dan pemberdayaan 

masygirakat; 

k . terwujiudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang m a m p u 



- 8 -

1. menyiinergikan pembangunan indus t r i Pariwisata, Kawasan Pariwisata, 

dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; 

m . t e rwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan pr ior i tas 

pembangunan Daerah; 

n . terciptanya sumber daya manus ia Pariwisata yang handa l dan 

profesional; dan 

o. t e rwujudnya masyarakat sadar Wisata u n t u k m e n d u k u n g tercapainya 

Sapta Pesona. 

(8) A rah pembangunan Kepariwisataan Daer i ih sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) h u r u f e me l ipu t i pembangunan Kepariwisataan Daerahidilaksanakan: 

a. dengan berdasarkan pr ins ip Pembangunan Keparivhsataan yang 

berke lanjutan; 

b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pe r tumbuhan , peningkatan 

kesempatan kerja, pengurangan kemisk inan , dan pelestarian l ingkungan; 

c. dengan tata kelola yang baik; 

d. secarii terpadu secara l intas sektor, l intas daerah, dan lint£is pe laku; dan 

e. dengan mendorong kemi t raan sektor pub l i k dan privat. 

Pasal 3 

(1) Pelaksantian RIPPARDA sebagaimana d imaksud dalaim Pasal 2 

diselenggarakan secara terpadu oleh Pemeidntah Daerah, dun ia usaha, dan 

masyarakat. 

(2) Pelaksan£ian RlPPARDAsebagaimana yang d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan dalam dua (2) tahap sebagai ber ikut : 

a. tahap 1, t a h u n 2016-2021 ; dan 

b. tahap 11, T a h u n 2021-2026. 

(2) RIPPARDA sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan evaluasi pa l ing 

sedikit 1 (satu) ka l i da lam 5 (lima) t a h u n . 

(4) Ind ikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah yang akan dicapai 

da lam seXiap tahapan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t e r can tum 

da lam Lampi ran 1 yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Daerah i n i . 

(2.) Ketentuan mengenai perubahan terhadap ind ikator sasaran pembangunan 

Kepariwisiataan Daerah yang akan dicapai da lam setiap tahapem sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) d ia tur dengan Peraturan Wal ikota. 



Pasal 4 

(1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

(2) Program dan kegiatan yang d i l akukan oleh Pemerintati Daerah dan 

masyaral<:at harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan 

Kepariwisiataan sesuai dengan kedekatan fungsi. 

Pasal 5 

U n t u k mensinerg ikan penyusunan RIPPARDA sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 3, harus d ikonsu l tas ikan dan d ikoord inas ikan dengan Peme;rintah Provinsi 

Gorontalo d a n Menter i . 

Pasal 6 

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebi jakan, strategi, dan inidikasi program 

p( ;mbangunan Kepariwisataan Daerah dalam k u r u n w a k t u t a h u n 2016 sampai 

d(;ngan t a h u n 2026 yang me l iput i : 

a. pembangunan DPD; 

b. pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah; 

c. pembangunan Indus t r i Pariwisata Daerah; dan 

d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah. 

BAB 111 

PEMBANGUNAN DPD 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasal 7 

P<;mbangunan DPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 h u r u f a, me l iput i : 

a. Perwilayahan Pembangunan DPD; 

b, pembangunan Daya Tar ik Wisata; 

0. pembangunan fasilitas u m u m dan Pariwisata; 

d, pembangunan aksesibil itas dan/atau transpjortasi Pariwisata; 

e. pemberdgyaan masyarakat mela lu i Kepariwisataan; dan 
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f. pembangianan investasi d ib idang Pariwisata, 

Bagian Kedua 

Perwilayahan Pembangunan DPD 

Pasal 8 

P<;rwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 h u r u f a, 

me l iput i : 

a. DPD; dan 

b. KSPD. 

Pasal 9 

(1) DPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 h u r u f a d i t en tukan dengan 

kr i ter ia : 

a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wi layah Daerah yang d i 

dalamnya terdapat kawasan pengembangan par iwisata Daerah, yang 

dianteiranya merupakan KSPD; 

b. memi l i k i Daya Tar ik Wisata yang berkual i tas dan d ikenal secara luas 

secara regional, nasional, dan/atau internasional , serta membentuk 

je jar ing Daya Tar ik Wisata da lam ben tuk pola pemaketan daya t a r i k dan 

pola kun jungan Wisatawan; 

c. memi l i k i kesesuaian tema Daya Tar ik Wisata yang m e n d u k u n g penguatan 

daya saing; 

d . memi l i k i d u k u n g a n je jar ing aksesibil itas dan in f r a s t ruk tu r yang 

m e n d u k u n g pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan 

e. memi l i k i keterpaduan dengan rencana sxjktor terkait . 

(2) KSPD sebagaimana d imaksud da lam PassJ 8 h u r u f b d i t en tukan dengan 

kr i ter ia : 

a. memi l i k i fungsi u t ama Pariwisata a tau potensi pengembangan Pariwisata; 

b. memi l i k i sumber daya Pariwisata potensial u n t u k menj£idi Daya Tar ik 

Wisata unggu lan dan memi l i k i c i t ra yang sudah d ikenal secara luas; 

c. memi l i k i potensi pasar, ba ik skala nasional m a u p u n khususnya 

internasional ; 

d . memil i k i posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 
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e. memi l i k i lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan k e u t u h a n 

wi lay i ih ; 

f. memi l i k i fungsi dan peran strategis da lam menjaga fungsi dan daya 

d u k u n g l ingkungan h idup ; 

g. memi l i k i fungsi dan peran strategis da lam usaha pelestarian dan 

pemanfaatan aset budaya; 

h . memi l i k i kesiapan dan d u k u n g a n masyarakat; 

i . memi l i k i kekhususan dar i wi layah; 

j . berada d i wi layah t u j u a n kun jungan peisar Wisatawan u t a m a dan pasar 

Wisatawan potensial Daerah, nasional m a u p u n internat iona l ; dan 

k. memil i k i potensi t r en Daya Tar ik Wisata masa depan. 

(3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 

d i laksanakan secara bertahap dengan kr i t e r ia pr ior i tas: 

a. memi l i k i komponen Daya Tar ik Wisata yang siap u n t u k d ikembangkan; 

b. memi l i k i posisi dan peran efektif sebagai penar ik investasi yang strategis; 

c. memi l i k i posisi strategis sebagai s impu l penggerak sistemik 

pembangunan Kepariwisataan d i wi layah sekitar ba ik da lam konteks 

Daerah m a u p u n nasional ; 

d. memi l i k i potensi t ren Daya Tar ik Wisata masa depan; 

e. memi l i k i kon t r i bus i yang signi f ikan dan/atau prospek yang posit i f da lam 

mena i i k kun jungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara 

dalam w a k t u yang relat i f cepat; 

f. memi l i k i c i t ra yang sudah dikenal secargi luas; 

g. memi l i k i kon t r i bus i terhadap pengembangan keragamau Daya Tar ik 

Wisata d i Daerah; dan 

h . memi l i k i keunggulan daya saing nasional dan internasional . 

Pasal 10 

(1) Peta pervrilayahan DPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 t e r can tum 

da lam Lampi ran I I , yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Daerah i n i . 

(2) Ketentuan mengenai perubahan terhadap peta perwi layahan DPD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tur dengan Peraturan Walikota. 
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Pasal 11 

Arah kebi jakan Pembangunan DPD dan KSPD me l iput i : 

a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD; 

b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan 

c. pengendalian implementasi Pembangunan E>PD dan KSPD. 

Pasal 12 

(1) Strategi u n t u k perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana 

dimaksud. da lam Pasal 11 h u r u f a me l iput i : 

a. menyusun rencana i n d u k dan rencana detai lPembangunan DPD dan 

KSPD; dan 

b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata l ingkunganPembangunan 

DPD dan KSPD. 

(2) Strategi u n t u k penegakan regulasiPembangunan DPD dan KSPD 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 h u r u f b d i l akukan mela lu i moni tor ing 

dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detai l 

DPD dan KSPD. 

(3) Strategi u n t u k pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD 

sebagaimjma d imaksud dalam Pasal 11 h u r u f c dilaF:ukan mela lu i 

peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Daerah, pe laku usaha, dan masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Daya Tar ik Wisata 

Pasal 13 

(1) Pembangunan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 

h u r u f b nneliputi pengembangan dan pembangunan: 

a. Daya Tar ik Wisata Budaya; 

b. Daya Tar ik Wisata A lam; dan 

c. Daya Tarik Wisata Bua tan Manusia . 

(2) Pembangunan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan berdasarkan pr ins ip men jun jung t inggi n ik i i agama dan 

budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen 

at raks i u n t u k menc iptakan Daya Tar ik lA/'isata yang berkual i tas , berdaya 

saing, se l la mengembangkan upaya konservasi u n t u k menjaga kelestarian 

dan kebe i lan jutan sumber dayanya. 
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(3) Arah kebi jakan pengembangan Daya Tarik: Wisata sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) me l iput i : 

a. per int isan pengembangan Daya Tar ik Wisata da lam rang;ka mendorong 

p e r t u m b u h a n Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah; 

b. pembemgunan Daya Tar ik Wisata u n t u k men ingkatkan kual i tas , daya 

saing dan daya ta r ik da lam menar ik m ina t dan loyalitas segmen pasar 

yang etda; 

c. pemantapan Daya Tar ik Wisata u n t u k men ingkatkan daya saing, daya 

t a r i k da lam menar ik kun jungan u lang Wisatawan dan segmen pasar yang 

lebih luas; dan 

d. revital isasi Daya Tar ik Wisata da lam upaya peningkatan kual i tas , 

keber lanjutan, daya saing dan daya ta r ik pada Kawasan Pariwisata 

Daerah. 

(4) Arah kebi jakan pembangunan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) me l ipu t i kebi jakan pengembangan: 

a. Kawasan Wisata Budaya, yang me l iput i : 

1. Kawasan Wisata Benteng Otanaha, Otahiya dan U l u p a h u terletak d i 

keioamatan Kota Barat Ke lurahan Dembe ; 

2. M£isjid B a i t u r r a h i m terletak d i kecjunatan Kota Selatan Ke lurahan 

L imba B; 

3. Mfisj id H u n t o (Sultan Amai) ter letak d i kecamatan Kota Selatan 

Ke lurahan B iawu; 

4. Meikam keramat Ta ' Jai loyibuo d i Kecamatan Kota Hulondalangi 

Ke lurahan Donggala; 

5. Meikam keramat Ta Ilayabe d i Kecamatan Dumbo Raya Ke lurahan 

Leato Utara; 

6. M£ikam keramat Haj i B u u l u d i Keci imatan Kota Selatan tepatnya d i 

Ja lan T euku Umar; 

7. M a k a m keramat Pu lubunga d i Kecamatan Hulondakmgi Ke lurahan 

Tan jung Keramat; 

8. Makam keramat J u Panggola d i n IKecamatan Kota Barat Ke lurahan 

Dembe; 
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9. Telapak k a k i Lahilote d i Kecamatan Hulondalangi Kcjmpleks Pantai 

Indah ; 

10. Goa Baya Lo Milate d i Kecamatan Hulondalangi Ke lurahan Tanjung 

KcTamat; 

11 . M i i kam Ka l iba luntha d i Ke lurahan Dembe Kecamatan Flota Barat 

12. Makan Nene Tabibi d i Ke lurahan Libuo Kecamatan Dunging i 

13. M a k a m Keramat Pulubunga d i Ke lurahan Tanjung Keramat Kecmatan 

Hulondalangi ; 

14. M i i kam Jogugu I n a k u d i Kelurahf in Paguyaman Ki icamatan Kota 

Tengah; 

15. Tepbek VI I Gorontalo d i Ke lurahan Txmda Kecamatan Kota Selatan; 

16. Kan tor Kodim 1304 Gorontalo d i Kecamatan Kota Selahin; 

17. Kemtor Pos Gorontalo d i Ke lurahan Ipi lo Kecamatan Kota T imur ; 

18. PT'.Pelni Gorontalo d i Ke lurahan Biavm Kota Selatan; 

19. SDN No 60 Gorontalo d iKe lurahan Ipilo Kota T imur ; 

20. SMA Negeri 1 Gorontalo d i Ke lurahan Ipilo Kota T imur ; 

2 1 . Rumah Sakit Tentara Gorontalo d i Ke lurahan Tenda Kota Selatan; 

22. Rumah Dinas Gubernur Gorontalo cii Ke lurahan Tenda Kota Selatan; 

dan 

23. Pilboks Leato d i Kecamatan Kota T i m u r Leato Utara. 

Kawasan Wisata A lam, yang me l iput i : 

1. Kawasan Wisata Puncak Leato Kecamatan Dumbo Raya; 

2. Kawasan Wisata Perbuki tan Ke lurahan Leato Utara dan Selatan 

Kecamatan Dumbo Raya; 

3. Kawasan Pantai Karang C i t ra d i Kedurahan Leato ULara Kecamatan 

Dumbo Raya; 

4. Kawasan Bahar i d i kecamatan Dumbo Raya yang ada d i Ke lurahan 

Leatom Utara dan Selatan,Kecamatan Hulondalangi yang me l ipu t i 

Ke lurahan Pohe dan Tanjung Keramait ; 

5. Kawasan Wisata A i r Danau Limbo to Kecamatan lECota Barat d i 

Ke lurahan Lekobalo dan Dembe; 
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c. Kawasan Wisata Buatan , yang me l iput i : 

1. Kolam Renang Potanga d i Ke lurahan Pilolodaa Kecamatan 

Kota Barat; 

2. Kolam Renang Lahilote d i Ke lurahan L imba U I I K txamatan Kota 

Selatan; 

3. Tangga 2000 d i Ke lurahan Pohe Kecamatan Hulondalangi ; 

4. Rumah adat Du lohupa d i Kelurahf in L imba U I I Ke;camatan Kota 

Selatan; 

5. Monumen Nani Wartabone d i Kecamatan Kota Selatan; 

6. Sarana Rekreasi dan Olah Raga Lapangan Taruna Remaja d i 

Ke lurahan Ten Kecamatan Hulondalangi ; dan 

7. Kawasan Ruang Terbuka Hi jau RTH d i Kelurahan: L i luwo Kota 

Tengah,Kelurahan Moodu Kota T imur . 

(5) BerdasarFian pr ins ip men jun jung t inggi n i l a i agama dan budaya, serta 

keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen d<;stinasi u n t u k 

menciptalcan Daya Tar ik Wisata berkual i tas dan berdaya saing, dan 

pengembangan upaya konservasi u n t u k menjaga kelestarian dan 

keber lanjutan sumber daya Pariwisata. 

Pasal 14 

(1) Strategi u n t u k pengembangan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3) h u r u f a, dengan cara: 

a. mengembangkan Daya Teirik Wisata b a r u d i berbagai Kawasan Pariwisata; 

dan 

b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tar ik Wisata dan l ingkungan. 

(2) Strategi u n t u k pembangunan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 13 ayat (3) h u r u f b, dengan cara: 

a. mengembangkan inovasi manajemen day a t a r i k dan kapasitas Daya Tar ik 

Wisat£i u n t u k mendorong akselerasi pei-kembangan Kawasan Pariwisata 

Daerah; dan 

b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tar ik Wisata clan l ingkungan 

dalam mendukung intensi f ikasi . 
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(3) Strategi u n t u k pemantapan Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 13 ayat (3) h u r u f c, dengan cara: 

a. mengeimbangkan diversif ikasi a tau kerag:aman Daya Tar ik Wisata; dan 

b. memperkuat upaya penataan ruang wi layah dan konservasi potensi Daya 

Tar ik Wisata dan l ingkungan da lam m e n d u k u n g diversi f ikasi Daya Tar ik 

Wisata. 

(4) Strategi u n t u k revitalisasi Daya Tar ik Wisata sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 13 ayat (3) h u r u f d, dengan cara: 

a. revital isasi s t r u k t u r , elemen dan akt iv i tas yang menjadi penggerak 

kegiatan Kepariwisataan; 

b. memperkuat upaya penataan ruang wi layah dan konservasi potensi Daya 

Tar ik Wisata dan l ingkungan;dan 

c. memperkuat upaya pengembangan Dsya Tar ik Wisata permuseuman 

berbasis budaya dan sejarah. 

Bagian Keempat 

Pembangunan Fasil itas U m u m dan Pariwisata 

Pasal 15 

Arah kebijakem pembangunan fasilitas u m u m dan Pariwisata,mel iputi : 

a. pembangunan fasilitas u m u m dan Pariwiseita da lam m e n d u k u n g per int isan 

pengembamgan Kawasan Pariwisata; 

b. peningkatan kua l i tas fasilitas u m u m dam Pariwisata yang mendorong 

pe r tumbuhan , men ingkatkan kua l i tas dan daya saing Kawasan Pariwisata; 

dan 

c. pengendalian pembangunan fasilitas u m u m dan Pariwisata bagi Kawasan 

Pariwisatfi yang sudah melampaui ambang l:>atas daya dukung , 

Pasal 16 

(1) Strategi jDembangunan fasilitas u m u m dan Pariwisatadalam m e n d u k u n g 

per int isan pengembangan Kawasan Pariwiscita sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 15 h u r u f a, dengan cara: 

a. men ingkatkan pemberian insent i f u n t u k pembangunan ihsi l i tas u m u m 

dan Pariwisatadalam m e n d u k u n g per int isan Kawasan Parhrisata; 

b. men ingkatkan fasil itasi pemer intah u n t u k pengembangan fasilitas 

pendukung Pariwisata atas in is ia t i f swasta; dan 
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c. mer int is dan mengembangkan fasilitas u m u m dan fasilitas u m u m fisik 

dasar u n t u k mendukung kesiapan Kawasan Pgiriwisata dan 

men ingkatkan daya saing Kawasan Parivrisata. 

(2) Strategi pieningkatan kual i tas fasilitas u m u m dan Pariwisatayang mendorong 

pe r tumbuhan , men ingkatkan kual i tas dan daya saing Kawasan Pariwisata 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 h u r u f b, dengan cara 

mengembangkan: 

a. berbagai skema kemi t raan antara Pemerintah Daerah dan sivasta; 

b. berbagai skema kemandi r ian pengelolaan; dan 

c. fasilitas u m u m dan Pariwisata yang memenuh i k ebu tuhan Wisatawan 

berkebutuhan khusus . 

(3) Strategi ]3engendalian pembangunan fasilitas u m u m dan Pariwisata bagi 

kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya d u k u n g 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 15 h u r u f c, me l iput i : 

a. mengembangkan regulasi pembatasan periz inan u n t u k menjaga daya 

d u k u n g l ingkungan; 

b. menegeikkan pera turan perundang-undangan; dan 

c. men ingkatkan penerapan dis insent i f u n t u k pembangunan fasilitas 

Pariwisata. 

Pasal 17 

Pemerintah Daerah member ikan insent i f dan dis insent i f da lam pembangunan 

fasilitas u m u m dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan. 

Pasal 18 

Penangung jawab dalam melaksanakan arah kebi jakan dan strategi fasilitas 

u m u m dan Pariwisata d i l akukan oleh Satuan Kerja Perangkat: Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dib idang Kepariwisataan dan 

K(;budayaan. 

Bagian Kel ima 

Pembangunan Aksesibil itas dan/atau Transportasi Pariwisata 

Pasal 19 

Arah kebi jakan pembangunan aksesibil itas dan/atau transportas i Pariwisata 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 h u r u f d, me l iput i pengembangan: 

a. moda transportas i da lam m e n d u k u n g penge:mbangan Pariwisat a; 
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prasarancL transportas i da lam mendukung pengembangan Pariwisata;dan 

sistem transportas i da lam m e n d u k u n g pengijmbangan Pariwisgita. 

Pasal 20 

(1) Strategi u n t u k pengembangan moda p-ansportasi da lam m e n d u k u n g 

pengembstngan Pariwisata sebagaimana d imaksud da lam Pasal 19 h u r u f a, 

dengan cstra mengembemgksin moda t ranportas i : 

a. darat l i an penyebarangan yang nyaman dan aman disepanjang kor idor 

Pariwisata u tama ; 

b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung 

pembsmgunan Kepariwisataan; 

c. udara yang nyaman, aman, dan memenuh i k ebu tuhan penerbangan 

internasional sebagai gerbang u t ama Pariwisata u n t u k pendukung 

pembsmgunan Kepariwisataan; 

d. penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman; 

e. penghubung antara Daya Tar ik Wisata dan bandar udara. yang nyaman 

dan aman; 

f. fasilitsisi sarana pedistr ian; dan 

g. fasilitsisi sarana bagi wisatawan penyandang disabi l i tas. 

(2) Strategi u n t u k pengembangan prasarana transportas i da lam m e n d u k u n g 

pengembstngan Pariwisata Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 19 

h u r u f b, dengan cara mengembangksm prassirana t ranportas i : 

a. darat yang nyaman dan aman d i sepanjang kor idor Pariwisata u tama ; 

b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai p endukung 

pembsmgunan Kepariwisataan; 

c. udara yang nyaman, aman, dan memenuh i k ebu tuhan penerbangan 

internasional sebagai gerbang u tama Pariwisata u n t u k pendukung 

pembangunan Kepariwisataan; 

d. penunjang pengembangan bandar udai-a internasional sebagai gerbang 

utamsi Pariwisata;dan 

e. penghubung antara Daya Tar ik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman 

dan a;man. 
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(3) Strategi u n t u k pengembangan sistem transportas i da lam m e n d u k u n g 

pengembangan Pariwisata Daerah sebagaijmana d imaksud dialam Pasal 19 

h u r u f c, dengan cara mengembangkan sistem tranportas i : 

a. darat yang nyaman dan aman d i sepanjemg kor idor Pariwisata u tama ; 

b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai p endukung 

pembangunan Kepariwisataan; 

c. udara internasional sebagai gerbang utsima Pariwisata u n t u k pendukung 

pembangunan Kepariwisataan; 

d. penunjang pengembangan bandar udaira internasional sebagai gerbang 

utamsi Pariwisata;dan 

e. terpadu penghubung antara Daya Tar ik VTsata dan Bandar Udara. 

Bagian Keenam 

Pemberdayaan Masyarakat Mela lui Kepariwisataan 

Pasal 21 

A rah kebi jakan pemberdayaan masyarakat mela lu i Kepariwisataan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 7 h u r u f e, me l iput i : 

a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat da lam pembangunan bidang 

Kepari wis ataan; 

b. peningka1:an usaha ekonomi masyarakat d ib idang Kepariwisatsian; dan 

c. penguatan kesadaran Wisata masysirakat. 

Pasal 22 

(3) Strategi u n t u k peningkatan kapasitas dsm peran masji^arakat da lam 

pembangunan bidang Kepariwisataan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 21 

h u r u f a, clengan cara: 

a. mengembangkan keter l ibatan masyarakat da lam pengembangan 

Kepariwisataan; dan 

b. menguatkan kelembagaan masyarakat da lam pengembangtinPariwisata. 

(4) Strategi u n t u k peningkatan usaha ekonomi masyarakat d ib idang 

Kepariwisataan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 21 h u r u f b, me l iput i : 

a. men ingkatkan kapasi tas/ski l l serta p roduk layanan usaha ekonomi 

masygirakat d ib idang Pariwisata; dan 
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b. mengembangkan regulasi yang berorientasi u n t u k mendorong 

perkembangan usaha ekonomi yang d ikembangkan oleh masyarakat 

lokal . 

(5) Strategi u n t u k penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 21 h u r u f c, me l iput i : 

a. men ingkatkan pemahaman, dukungan , dan part is ipasi masyarakat da lam 

mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya i k l i m kondus i f Kepariwisataan 

setempat; dan 

b. men ingkatkan motivasi , kesempatan, dan kemampuan masyarakat da lam 

mengemali dan mencinta i a lam dan budaya Daerah. 

Bagian Ke tu juh 

Pembangunan Investasi Dib idang Pariwisata 

Pasal 23 

Arah kebi jakan pembangunan investasi d ib idang Pariwisata sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 7 h u r u f f, me l iput i : 

a. peningkatan insent i f investasi d ib idang Pariwisata sesuai dengan pera turan 

perundang-undangan; 

b. peningkatan kemudahan investasi d ib idang Pariwisata; dan 

c. peningkatan promosi investasi d ib idang Pariwisata. 

Pasal 24 

(1) Strategi u n t u k peningkatan insent i f investasi d ib idang Pariwisata 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 h u r u f a, dengan cara meningkatkan: 

a. pemberian ker inganan pajak dan re t r ibus i daerah secara gradual u n t u k 

investasi penanaman modal asing dan modal da lam negeri d i sektor 

Pariwisata; 

b. perbaikan jasa pelayanan pajak dan pelayanan periz inan u n t u k investasi 

penanaman modal asing dan modal dalaim negeri disektor Pariwisata; dan 

c. respon posit i f masyarakat u n t u k menc iptakan i k l i m investasi yang sehat. 

(2) Strategi u n t u k peningkatan kemudahan investasi d ib idang Pariwisata 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 h u r u f b, dengan cara 

mengembangkan; 
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a. debirokrat isasi investasi d ib idang Pariwisata; dan 

b. deregulasi pera turan yang menghambat perizinan. 

(3;) Strategi u n t u k peningkatan promosi investasi d ib idang Pariwisata 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 h u r u f c, dengan cara: 

a. menyediakan informasi peluang investasi d i Kawasan Pariwisata; 

b. men ingkatkan promosi investasi b idang Pariwisata d i da lam negeri dan 

luar negeri; dan 

c. men ingkatkan sinergi promosi penani iman modal b idang Pariwisata 

dengan sektor terkait . 

BAB IV 

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH 

Pasal 25 

Arah kebi ja l ian pembangunan pemasaran Pariwisata Daera l i sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 6 h u r u f b, d i laksanakan mela lu i : 

a pemetaan, analisis peluang pasar dan perint isan pemasaran ke pasar 

potensial; 

b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen 

ceruk pasar da lam mengopt imalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan 

d inamika pasar global; 

c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal,dengan fokus pengembangan 

segmen keluarga dan komuni tas/ t rad is i budaya; 

d. pengembiangan segmen ceruk pasar dengian fokus pengembangan segmen 

Wisata MICE; 

e. pengembangan dan pemantapan c i t ra Daerah sebagai Dest inasi Pariwisata; 

f. pengembangan c i t ra Kepariwisataan Daerah sebagai Destiiaasi Pariwisata 

yang amcm, nyaman dan berdaya saing; 

g. peningkatan peran media komun ikas i peraasaran da lam memasarkan dan 

memproraosikan Wisata; 

h . pengembangan kemi t raan pemasaran yang terpadu, sinergis, 

berkes in i imbungan dan berkelanjutan; 

i . p endukungan kebi jakan promosi penggerak; Wisatawan; dan 
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j . pengembangan badan promosi Pariwisata Daerah. 

Pasal 26 

(1) Strategi u n t u k pemetaan, analisis peluang pasar dan per int isan pemasaran 

ke pasar potensial sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25 h u r u f a, dengan 

cara: 

a. me lahukan analisis, penetapan dan pengembangan piasar potensial 

Wisatawan nusantara dan manca negani; 

b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran u n t u k 

c. target pasar potensial berbasis pr ins ip pemasaran bertanggqng jawab; 

d. me lahukan per int isan pemasaran terjpadu antar i ndus t r i dan antar 

kawasan; dan 

e. me lakukan per int isan pengembangan c i t ra Pariwisata mela lu i 

mengangkat keun ikan dan kekuatan dayu ta r ik yang d i m i l i k i Daerah. 

(2) Strategi u n t u k pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan 

pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengopt imalkan pengembangan 

Destinasi Pariwisata dan d inamika pasar global sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 25 h u r u f b, dengan cara: 

a. mengi jmbangkan program pemasaran dan promosi u n t u k men ingkatkan 

pe r tumbuhan segmen ceruk pasar; 

b. meng€;mbangkan promosi berbasis tema ter tentu ; 

c. akselerasi pergerakan Wisatawan; dan 

d. intensi f ikasi pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor 

la in . 

(3) Strategi u n t u k pemantapan segmen pasar Wisatawan massal: dengan fokus 

terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/trac i is i budaya dan 

pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan 

segmen V/isata MICE sebagaimana d imaksud dalam Pasal 25 h u r u f c dan 

h u r u f d , dengan cara: 

a. mengembangkan segmen pasar Wisatawian berbasis komuni tas ; 

b. mengoptimalisasi segmen kun jungan teman dan relasi t e rutama saat 

l i b u r a n dan wisuda; 

c. merevitalisasi dan mendiversi f ikasi p roduk Wisata bagi Wisatawan; 

d. member ikan insensif khusus Wisata bagi Wisatawan; 
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e. mengakselerasi program-program promosi Wisata secara k;b ih terfokus; 

f. mengembangkan promosi berbasis tema ter tentu ; 

g. men ingkatkan pub l ikas i promosi Pariwisata; dan 

h . mengembangkan segmen Wisata MICE. 

{4) Strategi u n t u k pengembangan dan pemantapan c i t ra Daerah sebagai 

Destinasi Pariwisata sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25 h u r u f e, dengan 

cara: 

a. mengembangkan dan memantapkan positioning; dan 

b. mengembangkan program per l indungan hak konsumen. 

(5) Strategi u n t u k pengembangan c i t ra Keparivdsataan Daerah sebagai Destinasi 

Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdgiya saing sebagaimana d imaksud 

dalam Psisal 25 h u r u f f, dengan cara men ingkatkan kehadiran media dan 

da lam rangka men ingkatkan c i t ra posit i f Paidwisata. 

(6) Strategi u n t u k peningkatan peran medisi komun ikas i pemasaran dalam 

memasarkan dan mempromos ikan Wisat£i sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 25 h u r u f g, dengan cara: 

a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komun ikas i pemasai-an, ba ik media 

cetak m a u p u n media e lektronik; 

b. meng(5mbangkan E-Marketing; 

c. men ingkatkan kehadiran media dan d idam rangka men ingkatkan c i t ra 

positiJ' Pariwisata; 

d. Public relation dan mengembangkan pengalaman pemcisaran sebagai 

mekanisme mendatangkan kun jungan da lam j u m l a h besar; dan 

e. Public relation da lam penanganan pembenahan c i t ra pasca bencana alam. 

(7) Strategi u n t u k pengembangan kemi t raan pemasaran yang t e ipadu , sinergis, 

berkes inambungan dan berke lanjutan sebagaimana yang d imaksud da lam 

Pasal 25 h u r u f h , dengan cara: 

a. meng(;mbangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku 

kepentingan Pariwisata Daerah; 

b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang 

bertanggung jawab, yang menekankun tanggung jawab terhadap 

masy£irakat, sumber daya l ingkungan dan Wisatawan; dan 
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c. memfasi l i tasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi. 

(81) Strategi u n t u k pendukungan kebi jakan promosi penggerak Wisatawan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25 h u r u f i , me l iput i : 

a. member lakukan 5 (lima) ha r i kerja; dan 

b. menytdenggarakan berbagai program pendukung penerapan cu t i bersama 

oleh pemer intah pusat . 

(9) Strategi u n t u k pengembangan badan promosi Pariviisata Daerah 

sebagaimana yang d imaksud dalam Pasal 25 h u r u f j ada lah mengembangkan 

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran 

Pariwisata. 
BAB V 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH 

Pasal 27 

A]-ah kebi jakan pembangunan Indus t r i Pruiwisata Daerah sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 6 h u r u f c, me l iput i : 

a. peningkatan kua l i tas dan keragaman p roduk usaha Pariwisata; 

b. peningkatan fasil itasi, regulasi, dan insent i f u n t u k pengembangan usaha 

Pariwisatsi; 

c. penguatan s t r u k t u r usaha Pariwisata; dan 

d. penguatan kemi t raan usaha Pariwisata dan usaha mikro , keci l , dan 

menengati da lam m e n d u k u n g usaha Kepariwisataan. 

Pasal 28 

(1) Strategi u n t u k peningkatan kua l i tas dan keragaman p roduk usaha Pariwisata 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 27 hurai f a, dengan cara: 

a. men ingkatkan daya saing usaha Pariwiseita; dan 

b. menci]3takan i k l i m usaha yang kondusi f . 

(2) Strategi u n t u k peningkatan fasil itasi, regulasi, dan insent i f u n t u k 

pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana d imaksud dalam Pasal 27 

h u r u f b, dengan cara meningkatkan: 

a. sistem dan skema fasil itasi u n t u k usaha Pariwisata; 

b. sistem dan skema regulasi u n t u k usaha Pariwisata; dan 

c. penggunaan teknologi in formasi da lam usaha d i Kawasan Pariwisata. 
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(3) Strategi u n t u k penguatan s t r u k t u r usaha F'ariwisata sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 27 h u r u f c, dengan cara: 

a. memfasi l i tasi pembentukan organisasi i n d u s t r i Pariwisata; dan 

b. mempierkuat mata ranta i penciptaan n i k i i . 

(A) Strategi u n t u k penguatan kemi t raan sebag£iimana d imaksud cialam Pasal 27 

h u r u f d, dengan cara mengembangkan: 

a. pola kerjasama indus t r i l intas sektor; 

b. pola kerjasama u n t u k keadaan darurat ; dan 

c. usaha mikro , keci l , dan menengah dalam m e n d u k u n g usaha 

keparivdsataan. 

BAB VI 

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasal 29 

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Da(;rah sebagaimana d imaksud 

dgilam Pasal 6 h u r u f d ,mel iput i : 

a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan 

b. pembangunan sumber daya manus ia Pariwisiata. 

Bagian Kedua 

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan 

Pasal 30 

Arah kebi jakan pengembangan organisasi Kepariwisataan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 29 h u r u f a, me l iput i : 

a. r e s t ruk tu i i sas i dan reposisi organisasi Kepariwisataan d i Daerah; 

b. opt imal isasi koordinasi antar satuan kerja perangkat Daerah; 

c. opt imal isasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyaraF:at d i Daerah; 

dan 

d. opt imal isasi kemi t raan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, 

dan masyarakat. 
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Pasal 31 

(1) Strategi u n t u k res t ruktur i sas i dan reposisi organisasi Kepiariwisataan d i 

Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30 h u r u f a, d i laksanakan 

mela lu i re:posisi u r u s a n Pariwisata d i l ingkuitigan Pemerintah E>aerah. 

(2) Strategi u n t u k opt imal isasi koordinasi antar satuan kerja perangkat Daerah 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30 h u r u f b, d i laksanakan mela lu i 

perencanaan part is ipat i f koordinasi l intas sektor. 

(3) Strategi u n t u k opt imal isasi organisasi Kepariwisataan swasta dan 

masyarakat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 30 h u r u i ' c, d i l akukan 

dengan ca ra: 

a. menguatkan peran serta swasta da lam men ingkatkan akselerasi 

pembcingunan Kepariwisataan mela lui kemi t raan swasta dan Pemerintah 

Daerah;dan 

b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarsikat d ib idang 

Pariwisata. 

(4) Strategi u n t u k opt imal isasi kemi t raan usaha Pariwisata anta.ra Pemerintah 

Daerah, siwasta, dan masyarakat sebagaimana d imaksud dj i lam Pasal 30 

h u r u f d, d i l akukan dengan cara: 

a. memp(;rkuat s inkronisasi antara Pemerin t ah Daerah, swasta, dan 

masyarakat; dan 

b. mempisrbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Sumber Daya Manus ia Pariwisata 

Pasal 32 

Arah kebi jakan pembangunan sumber daya manus ia Pariwisata sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 29 h u r u f b, me l iput i : 

a. opt imal isasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manus ia Pemerintah 

Daerah; 

b. akselerasi kua l i tas ins t i tus i pendid ikan Kepariwisataan; 

c. standarisaisi dan serti f ikasi tenaga pendidik; dan 

d. opt imal isasi kuant i tas dan kua l i tas sumber daya manus ia Pariwisata. 
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Pasal 33 

(1) Strategi u n t u k opt imal isasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manus ia 

Pemerint£ih Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32 h u r u f a, 

d i l akukan dengan cara: 

a. opt imal isasi kapasitas sumber daya manus ia d i Daerah; dan 

b. pemetaan kua l i l i kas i kompetensi profesi d ib idang Pariwisata. 

(2) Strategi u n t u k akselerasi kual i tas ins t i tus i pendid ikan Kepariwisataan 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 32 h u r u f b, d i l akukan dengan cara: 

a. penguatan ins t i tus i pendid ikan Pariwisata; dan 

b. pengembangan kerjasama antara ins t i tus i pendid ikan dan i n d u s t r i 

Pariwisata. 

(3) Strategi u n t u k standarisasi dan serti f ikasi tenaga pendidiF: sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 32 h u r u f c, d i l akukan dengan cara: 

a. sert i f ikasi profesi tenaga pendidik, g u r u , a tau dosen; dan 

b. askselerasi kua l i tas pendidik Kepariwisataan. 

(4) Strategi u n t u k opt imal isasi kuant i tas dan kual i tas sumber daya manus ia 

Pariwisata. sebagaimana d imaksud dalam Pasal 32 h u r u f d, di la ikukan dengan 

cara: 

a. peranc:angan j angka panjang k ebu tuhan sumber daya manus ia 

Pariwisata; 

b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manus ia d i t iap kawasan Wisata; 

dan 

c. serti f ikasi profesi d ib idang Kepariwisataan. 

BAB V l l 

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal 34 

(1) Rinc ian ind ikas i program pembangunan Kepariwisataan Daerah da lam k u r u n 

w a k t u 2016 sampai dengan 2026 sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 

ayat (3) h u r u f e dan penanggung jawab pelaksanaan te rcantum dalam 

Lampi ran 111 yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Daerah i n i . 
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(2) Ind ikas i program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan sesuai dengan tahapan rencana 

pembangunan j angka menengah Daerah. 

(3) Da lam pelaksanaan ind ikas i program pembiangunan Kepariwisataan Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), penanggungjawab d i d u k u n g oleh 

sa tuan kierja perangkat Daerah,lembaga terka i t la innya, d u n i a usaha, 

dan/atau masyarakat. 

(4) Ketentuan mengenai perubahan terhad'ap r inc ian ind ikas i program 

pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam k u r u n w a k t u 2016 sampai 

dengan 2026 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tu r dengan Peraturan 

Wal ikota. 

BAB V l l l 

PENGAWASAN DAN PENGrENDALlAN 

Pasal 35 

(1) Pemerintah Daerah me lakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

RIPPARDA. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan dengan cara: 

a. koordinasi l intas sektor dan l intas pemangku kepent ingan da lam 

melaksanakan RIPPARDA; dan 

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan d ib idang 

Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisatgi, pemasaran 

Pariwisata, i n d u s t r i Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manus ia 

Kepariwisataan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Peraturan Da<;rah i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal tf » * «Mi lBer 2016 

WALIKOTAGORONTALO, ^ 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 25 » « s * B ^ c r 2016 

Pit. SEKRETARIS^^ERAft-KOTA-GQRONTALO, 

)u 
A. TAHA 

ZAINUDDIN RAHIM 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR H 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (11/55/2016) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOT/i GORONTALO 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2016-2026 

U M U M 

Pariwisata merupakan sektor terpenl ing da lam pembangunan daerah, 

selain setiagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, par iwisata merupakan 

sumber pendapatan u t ama Daerah. Pariwisata j uga menjadi strategi da lam 

mewu judkan daya saing perekonomian Daerah. 

Perkembangan Pariwisata Daerah yang cepat dan pesat 

m e m b u t u h k a n perencanaan dan pengendfil ian yang terpadu dan sinergis 

dengan sektor pembangunan la innya agar dapat member ikan dampak posit i f 

yang maks imaldan dampak negatif yang m in ima l . Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2Ci09 tentang Kepariwisataan, da lam Pasal 8 telah mengamanatkan 

agar peml jangunan kepariwisataan d i l akuk tm secara terencana pada t ingkat 

kabupaten/kota , da lam bentuk Rencana I n d u k Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Lebih lan jut , da lam Pasal 9 d isebutkan 

bahwa rencana i n d u k sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8, d ia tur dengan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.. 

RIPPARDA merupakan pedoman u tama pembangunan kepariwisataan 

daerah ysmg member ikan arah kebi jakan, strategi dan program yang per lu 

d i l akukan oleh para pemangku kepentingan terkai t u n t u k mencapai v is i , 

mis i ,dan t u j u a n pembangunan kepariwisat£ian. RIPPARDA mtmcakup aspek 

pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan indust:ri pariwisata, 

pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan 

kepariwisataan. Lebih lan ju t juga d isebutkan bahwa RIPPARDA 

kabupaten/kota d ia tur dengan Peraturan Daerah kabupateu/kota u n t u k 

member ikan payung h u k u m yang k u a t bagi pelaksanaan RlPP/iRDA. 

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pent ingnya 

peransektor par iwisata Daerah yang sangsit d isadari oleh berbagai p ihak. 

Pariwisata d iharapkan dapat menjadi sala l i sa tu alat u n t u k men ingka tkan 

kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya t a r i k wisata, serta 



- 2 -

l ingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas 

pembangunan kepariwisataan daerah, d iper lukan perencanaan yang 

terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan 

Daerah u n t u k mewu judkan tu juan tersebut. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

C u k u p jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" 

adalah upaya terpadu dan sistematik s e l u m h komponen 

Destinasi Pariwisata da lam rangka menc iptakan, 

men ingkatkan kual i tas p roduk dan pelayanan Kepariwisataan 

serta kemudahan pergereikan wisatawan d i Destinasi 

Pariwisata. 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "Pembangunan Pemasaran 

Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematik da lam 

rangka menc iptakan, mengkomunikas ikan , menyampaikan 

produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan u n t u k 

mengembangkan Kepariwisataan se luruf i pemangku 

kepentingannya. 

H u r u f c 

Yang d imaksud dengan "Pembangunan Indusitr i Pariwisata" 

adalah upaya terpadu dan sistematik da lam rangka 

mendorong penguatan s t r u k t u r I ndus t r i Pariwisata, 

peningkatan daya saing p roduk pariwisata, penguatan 

kemi t raan usaha pariwisata, penciptaan kreciibil itas bisnis, 

dan pengembangan tanggung jawab terhadap l ingkungan. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan 

Kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sisitematik da lam 

rangka pengembangan Organisasi Kbpariwisataan, 

pengembangan sumber daya manus ia (SDM) Pariwisata u n t u k 

m e n d u k u n g dan meningksitkan kua l i tas pengelolaan dan 
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penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan d i Dest inasi 

Pariwisata. 

Ayat (2) 

C u k u p jelas. 

Ayat (3) 

C u k u p jelas. 

Ayat (4) 

C u k u p jelas. 

Ayat (5) 

C u k u p jelas. 

Ayat (6) 

C u k u p jelas. 

Ayat (7) 

C u k u p jelas. 

Ayat (8) 

C u k u p jelas. 

Pasal 3 

C u k u p jelas. 

Pasal 4 

C u k u p jelas. 

Pasal 5 

C u k u p jelas. 

Pasal 6 

C u k u p jelas. 

Pasal 7 

C u k u p jelas. 

Pasal 8 

C u k u p jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "kawasan pengembanj^an par iwisata 

Daerah" adalah sua tu ruang pariwisata yang mencakup 

luasan area te r tentu sebiagai sua tu kawasan dengan 

komponen Kepariwisataanny a, serta memi l i k i karakter a tau 

tema produk wisata te r tentu yang dominan dan melekat k u a t 

sebagai komponen penci traan kawasan tersebut. 



H u r u f b 

C u k u p jelas. 

H u r u f c 

C u k u p jelas. 

H u r u f d 

C u k u p jelas. 

H u r u f e 

C u k u p jelas. 

Ayat (2) 

C u k u p jelas. 

Ayat (3) 

C u k u p jelas. 

Pasal 10 

C u k u p jelas. 

Pasal 11 

C u k u p jelas. 

Pasal 12 

C u k u p jelas. 

Pasal 13 

C u k u p jelas. 

Pasal 14 

C u k u p jelas. 

Pasal 15 

C u k u p jelas. 

Pasal 16 

C u k u p jelas. 

Pasal 17 

C u k u p jelas. 

Pasal 18 

C u k u p jelas. 

Pasal 19 

C u k u p jelas. 

Pasal 20 

C u k u p jelas. 

Pasal 21 

C u k u p jelas. 
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Pasal 22 

C u k u p jelas. 

Pasal 23 

C u k u p jelas. 

Pasal 24 

C u k u p jelas. 

Pasal 25 

C u k u p jelas. 

Pasal 26 

C u k u p jelas. 

Pasal 27 

C u k u p jelas. 

Pasal 28 

C u k u p jelas. 

Pasal 29 

C u k u p jelas. 

Pasal 30 

C u k u p jelas. 

Pasal 31 

C u k u p jelas. 

Pasal 32 

C u k u p jelas. 

Pasal 33 

C u k u p jelas. 

Pasal 34 

C u k u p jelas. 

Pasal 35 

C u k u p jelas. 

Pasal 36 

C u k u p jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 1 5 5 


